
   27 
 

5. Penutup 

Ekspor di sektor perikanan menjadi salah satu roda penggerak 

perekonomian Indonesia. Maraknya pencurian yang dilakukan oleh kapal asing 

menjadi penghambat optimalisasi potensi kelautan. Kebijakan penenggelaman 

kapal merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani permasalahan 

illegal fishing. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh kebijakan 

penenggelaman kapal terhadap nilai ekspor perikanan tangkap Indonesia dengan 

menggunakan variabel kontrol yaitu PDB per kapita negara importir, Harga rata-rata 

perikanan tangkap Indonesia, dan nilai tukar Rupiah terhadap USD pada tahun 

2005-2019. Teknik estimasi yang digunakan pada penelitian ini adalah Panel Least 

Square dengan Fixed Effect Model. 

Pada penelitian ini kebijakan penenggelaman kapal memiliki hubungan yang 

signifikan dan negatif terhadap ekspor perikanan tangkap Indonesia. Hasil tersebut 

disebabkan karena munculnya ketegangan dengan negara importir ditambah lagi 

dengan produk negara pesaing jauh lebih unggul dari Indonesia sehingga 

permintaan ikan tangkap dari Indonesia menurun. Sementara itu PDB per kapita 

negara importir memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap ekspor 

perikanan tangkap Indonesia. PDB per kapita merupakan tolak ukur perekonomian 

dari suatu negara. Semakin meningkatnya PDB per kapita perekonomian suatu 

negara maka akan meningkatkan daya beli negara tersebut. Perubahan nilai tukar 

Rupiah terhadap USD memiliki hubungan yang signifikan dan positif terhadap 

ekspor perikanan tangkap Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat teori 

mengenai kurs suatu negara dan hubungannya dengan ekspor impor, dimana 

penurunan nilai mata uang suatu negara (depresiasi) akan meningkatkan ekspor. 

Variabel harga rata-rata perikanan tangkap Indonesia memiliki hubungan yang tidak 

signifikan terhadap ekspor perikanan tangkap Indonesia,karena produk perikanan 

dianggap sebagai kebutuhan pokok, sehingga permintaan kurang begitu 

berpengaruh terhadap perubahan kuantitas barang yang diminta. 

Dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya di sektor perikanan dan 

memberantas penangkapan ikan secara ilegal, pemerintah mengeluarkan kebijakan 

penenggelaman kapal. Penulis sepenuhnya setuju dengan kebijakan 

penenggelaman kapal yang diterapkan oleh pemerintah dengan maksud 

memberikan efek jera. Tetapi pemerintah juga harus dapat meningkatkan kembali 

ekspor sektor perikanan tangkap. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh 

pemerintah agar ekspor perikanan tangkap dapat meningkat, antara lain: Perlu 

adanya penjagaan yang lebih ketat di wilayah terluar perairan Indonesia, sehingga 
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dapat mencegah dari pencurian ikan tanpa harus merusak kapal asing. Selain itu, 

meningkatkan kualitas dan mutu dari hasil produksi perikanan tangkap dengan cara 

meningkatkan teknologi dan transportasi yang lebih baik, sehingga kualitas produksi 

ikan hasil tangkap meningkat. 
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